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PERATUZAN DAERAKH KOTA KUPANG
MOMOR €5 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASE DAN TATA KERIA

SEKRETARIAT DAERAH DAN SERRETARIAT DEVWAN PERWAKILAN RAKYAT

Menimbang

Mengingat

=
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DLERAM KOTA KUPANG
DENGAN RAHMAT TURAR YARG MAHA ESA

FYALIKOTA RKUPARNG,

bahwa untisid penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota
perty dibanty oleh perangkat daerah untuk menyelenggarakan
urusan pemerintahian yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daeraly; ’

bahwa daizim rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahus 2007 tentang Organisasi Perangiat Deerah maka
perlu penataan kemball organisasi dan tata kerja Sekretariat
Daeralt dan Sekretariat DPRD Kota Kupang sesuai dengan
kebutuhan daerahy;

bahwa Paraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2000
tentang Pembentuxan Qrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daeralt dan Sekretariat DPRD Kota Kupang sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 22 Tahun
2002 tertang Perubahan Atas Peraturan Daeran Kota Kupang
Nomor 15 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kota Kupang
Nomor 52 Tanun 2002 temtang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Kentor Pernberdayaan Perempuan Kota Kupang
memenrlulken penyesuaian dengan Paraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan perfimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalarm huruf a, hurul b dan huruf © perie membentul Peraturan
Daeran tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekrataniat Dewan Perwakilan Ralkyat Daerah Keta Kupang;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentarig Pembentukan
Daerah-dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republilc Indenesia Tahun
1958 Momor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indornesia Nomor 1649);
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomwieor 55, Tambzhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tatiuin 1999 tentang Perubahan Ates
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegaweian (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
1992 Nomer 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3£90);

Undang-Undang Nemor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambzhan
Lermnbaran Negara Republik indonesia Nomor 3633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupei, Kolusi dan
Nepatisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lernbaran Negara
Repubiik indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Pepublik Indonesia
Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintailan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomoer 59, Tambahan Lembaran Negara
Republilc Indonesia Nomor 4844);

Uncang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Aitara Pemeriniah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lernbaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahai {.ambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintab Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tohun 2005
Nomor 165, Tamtehan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan  Pemerintal  Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,
Pemerintainan  Deerah Provinsi dan  Pemeriniahan  Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan lLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan  Pemerinteh  Nomor 41 Tahun 2007  tentang
Organisast Perangkat Daersh (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4741),

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Taehun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Dasrah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang
Urusan Pernerintahan Yang Menjadi Kewenangan [Kota Kupang
(Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 04
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RARKYAT DAERAH KOTA KUPANG

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSIKARN »

Menetapkan : PERATURAN DAERAM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG.

BAB I
RETERTUARN UMUM-

Pasal &

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1
2.
4

&

Daerah adalah Kota Kupang.

Pemerintah Daerah adaiah Pemerintah Kote Kupang.

Walikota adalah Walikota Kupang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewean
Perwakilan Rakyat Daerah iKota Kupang.

Sekretariat Daerah, selardutnya disebut Setda adalah Sekietariat Daerah Kota
Kupang.

Sekretaris Daerah, selanjutnya disebut Seldda adalah Sekretaris Daerah Kota
Kupang.

Sekretariat Dewan, selaniutnya disebut Setwan adalah  Selaetarial Dewan
Perwaiilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

Seiretaris Dewan, selarjuinya disebut Sekwean adalah Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daeran Koia Kupang.

Staf Ahli Walikota adalah unsur pembantu Walikota Kupang.

Jabatan fungsional adaiaih jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas
pemerintah kota sesuai dengan Keahlian dan kebutuhan. -

Kepaia Bagian yang'selanjuinya disebut Kabag adalah Kabag pada Seida dan
Setwan. '

Kepala Subbagian, selanjutnya disebut Kasubag adalah Kasubag pada Setda dan
Setwan. :

Subbagian, selanjutnya diselbut Subag adalan Subag pada Setda dan Setwan.

LON]
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EAB {1
SEXRETARIAT DAERAN

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokol dan Fungsi

Paragrar Kesatu
Pembentulan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Setda Kota Kupang.

(1)
(2)

(3)

(4)
(3)

(1)
(2)

Paragraf Kedua
Kedudulan, Tugas Pokok dan Fungst

Pasal 3

Setda merupakain unsur staf.

Setda mempunyai tugas dan kewaliban membantu Walikota dalarm menyusun
kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
Setda dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), menyelenggarakan fungsi ;

a. Penyusunan kebijakars;

b. Pengkoordinasian pelaiksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah;

Pemantauan dan avaiuasi pelaitsanaan kebijakan pemerintahan daeran;
Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daeran; dan
Pelaksanaan tugas kin yang ciberikan oleh YWalikota sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Setda dipimpin oleh Seldi.

Sekda berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

e o

Bagian Kedua
Susunan Organisast

Pasal 4

Susunan Organisasi Setda terdini dari 3 (tiga) Asisten, 9 {sembilan) Bagian dan
27 (dua puiuh tujuh) Subag, dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah .
a. Sekretaris Daerah.
b. Asisten Pemerintahain {Asisten [} membawahi :
1.  Bagian Permerintahan mermbawahi :
a) Subag Pemerintahan Urmum;
b)  Subag Otonomi Daerah;
€} Subag Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahi :
a)  Subag Pengoiahan dan Pemberian Informasi;
b) Subag Dokumentasi;
C) Subag Protoiol. -
Bagian Sesial membawahi :
a) Subag Agama;
b) Subag Kesra dan Bantuan Sosial;
¢) Subag Pendiclikan, Pemuda dan Olahraga.
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(3)

(4)

()

(%)

(7)

(1)
(2)

(3)

¢.  Asisten Pereionomian dan Pembangunan (Asisten X)) membawahi
1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan membawahi :
a) Subag Program, Evaluasi dan Pelaporan;
b) Subag Perekonomian;
¢) Subag Pembangunan.
2. Bagian Pemberdayaan Perempuan membawahi :
a) Subag Kelembagaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
b) Subag Keadilan, Kesetaraan Gender dan Pembinaan Masyarakat;
¢} Subag Data dan Informasi Gender.
d.  Asisten Administrasi Umum {Asisten III} membawahi :
1. Bagian Organisasi dan Talalaksana membawahi ;
a) Subag Kelembagaan dan Kepegawaian;
b) Subag Tatalaksana can Kinerja;
€) Subag Analisis Formasi Jabatan.
2. Begian Umum dan Perlengkapan membawahi :
a) Subag Umum;
D) Subag Rumah Tangga;
¢) Subag Perlengkapan.
Bagian Hukum membawali :
a) Subag Perundang-undangan;
b) Subag Bantuan Hukum;
c) Subag Dokumentasi Hukum.
4. Bagian Pengeloiaan Data Elektronik membawahi :
a) Subag Jaringan dan Transmisi Data;
b) Subaqg Pengelolaan dan Pelayanan Data;
¢}  Subag Sandi dan Telekomunikasi.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

%

Asisten-asisten sebagaimans dimaksud pada ayat (1) dan avat (2), masing-
masing dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Selkda. '
Bagian-bagian sebagalmsnz dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-
masing dipimpin oleh seorang Kabag yang berada di bawan dgan bertangguing
jawab langsung kepada Asisten sesuai bidang tugasnya.

Subag-subag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2}, masing-imasing
dipimpin oleh seorang Kasubag yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kabag sesuai bidang tugasnya.

Bagan struktur organisasi dan tata kerja Setda adaiah sebagaimana tercantum
dalam lampirean I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daeralt ini.

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-miasing jabatan sebagaimana
dimaksud dalarmn Pasal 3 ayat (2) den ayat (3), diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.

BAB 1L
STAF ALY

Pasal B

Walikota dalam melaiksanaian tugasiya dapat dibaniu Staf Ahli Walikota,

Staf Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pads ayat (1) paling canyak 5 (lima)
Staf Ahli yang berasal dari PNS.

Staf Ahli Walikota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
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Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 6

(1) Stef Ahii Walikota adalah unsur pembantu Walikota.

(2) Staf Ahii Walikota bertugas memberikan ielaghan mengenai masalah
pemerintahan daerah sesusi dengan bidang tugasnya.

(3) Rincian tugas, fungsi dan tate kerja Staf Ahli Walikota ditetapkan oleh Walikota
dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7
(1) Staf Ahli Walikota dalam  meleksanalkan tugasnys secara  administratif

dikoordinasikan oleh Selkda.
(2) Staf Ahli sebagaimana dimeksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdir dari :

a. Staf Ahli Bidang Politix, Pemerintahan dan Hukum;

b.  Staf Ahli Bidang Ekoncmi, Pembangunan dan Teknologi Informeasi;

c. Staf Anhli Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah;

d.  Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya;

e. Staf Ahli Bidang Pelayanan Umum, Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB 1V
SEXRETARIAT DEYARN PERVWAKILAN RAKYAT DAERAY

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungst

Paragraf Kesatu
Pambentuian

' Pasal &

Dengan Peraturan Daerah ird dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Setwan Kota
Kupang.

Paragraf Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungs!

Pasal @

(1) Setwan adalah unsur pelavanan terhadap DPRD.

(2) Setwan mempunyal tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan,
administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas den fungsi DPRD dan
menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahll yang diperlukan oleh DPRD
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,

(3) Setwan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyeienggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan adwministrasi kesekretariatan DPRD;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

C. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; _

d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga anii vang diperiukan clen DPRD.

{4) Setwan dipimpin cleh seorang Sekwarn.

(5) Sekwan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekda.
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Bagian Kedua
Susunan Organisa

Passt 10

(1) Susunan organisasi Setwan terdiri dari 4 (empat) Bagian, 10 (sepuluh) Subag
dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Susunan QOrganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai
berikut :
a. Sekretaris DPRD.
b. Bagian Umum dan Peilengkapan membawahi .
1. Subag Tata Usaha;
2. Subag Perlengkapan.
Bagian Persidangan dan Risalah membawahi :
1. ' Subag Persidangan;
2. Subag Risalah;
3. Subag Perpusiakaan.
d. Bagian Keuangan memixawahi :
1.  Subag Perencanasn dan Anggaran;
2. Subag Pembayaran dan Pembukuan;
3. Subag Perbendaharaan dan Verifikasi.
e. Bagian Humas dan Protokol membawahi :
1.  Subag Protokol;
2. Subag Huimas dar Dokumentasi;
f.  Kelompok Jabatan Fungsional.

O

(3) Bagian-bagian sebagalmena dimalsud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-
masing dipimpin oleh secraing Kabag yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Sckwan sesuai bidang tugasnya.

(4) Subag-subag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2}, masing-masing
dipimpin oleh seorang Kasubag yang berada di bawan dan bertanqgung jawap
langsung kepada Kabag sesuai bidang tugasnya.

(5) Bagan strukiur organisasi dan tata kerja Setwan adalah sebagaimana tercantum
dalarn lampiran II dan merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini. .

(6) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jebatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal @ ayat (2) dan avat (3) distur lebih fanjut dengan
Peraturan Walikota.

SAB
SELOMIPOK JABATAR FUNGSIONAL
Pasal 11
Kelompelk jebatan fungsional di finghkungan Setda dan- Setwan masing-masing
mempunyai tuges melaksanakan sebagian tugas Setds danfatau Sebwan sesuai

keahlian, keterampilan dan kc,ﬁ)m,uhan.

Faoal L2

2

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari
sejuimiah tenaga fungsicnal yang terbagi dalam berbagal kelompok sesuai
dengan bidang, jenjang dan keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada avat (1), dipimpin oleh secrang
tenaga fungsional senior vang ditetapkan oleh v Waiikota sesuai peraturan
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(1)

(2)

perundang-undangan, daii masing-masing bertanggung jawab kepada Sekda
untuk lingkungan Setda dan kepada Sekwan untuk lingkungan Setwan.

Jumiah tenaga fungsicnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarian kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabaten fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERIA

Pasal LY

Daiam melaksanakan tugas masing-masing Sekda, Staf Ahli Walikota, Seiwan,
Para Asisten, Kabag dan Kasubag dan pejabat fungsional wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkicnisasi dan simplifikasi baik interen maupun
antar unit dan satuan organisasi lainnya sesual tugas masing-masing.

Seikwan dalam meiaksanui an tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan
DPRD dan secara teknis administratif dibina oleh Sekda.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Setda dan Setwan
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-
masing seria memberikan bimbingan dan petunjule-petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya. _

Setiap pimpinan satuan oiganisast wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-
petunjuk dan bertanggung jaweb kepada atasan masing-masing, serta
menvampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterina oleh setiagp Pimpiran darl bawahannya, wajib
diolan dan dipergunakan scbagai bahan penyusunan faporan lebih lanjut dan
untulk memberikan petunjuk-petuiniuk kepada bawanannya.

= BAB VI
PENGANGHKATAN DRAN PEMBERMENTIAN

Fasal 13

Pengangkatan dan pemberhiendan aparatur Setda dan Setwan  dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1)
(2)

BAB VIII
REFENTUARN PERALTFARN

E&@‘D"Jﬁ .’- (>

Peraturan Daerah ini muiai berlaku efektif paling tambat 1 Janvari 2009.
Pejabat eseion III-A vang dimutasikan pada eseion III-B, hak kepegawaiain
setingkat eselon III-A.

Pada saat Peraturan Daerah ini divindangkan pejabat lamea Lc_ia;)m\,laksnnakan
tugasnya sampai ditetapkannya pejabat baru.
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BAE VI
RETENTUAN PENUTUR

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih
lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18

Pada saat berakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Kupang
Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kupang
Nomer 15 Tahun 2000 tentang Pembeniukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kupang {Lembaran Daerah iKota Kupang Tahun
2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Deerah Kota Kupang Nomor 71), Peraturan
Daerah Kota Kupang Nomer 52 Tehun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota
Kupang Tahun 2002 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor
138), Peraturan Walikota Normor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Staf Ahli
Walikota Kupang dan Peraturan Pelaksanaan lainnva dicabut dan dinyatakan tidak
beriaku.

Pagsal 19
Peraturan Daerah ini mulat barlali pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetehuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya talam Lembaran Daeranh Kota Kupang.
Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2008

b, WALIKOTA z{’wm@é
. o

¥ panIzL ADOE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2008

WPk, SEKRETARIS I QAH KOITA KUPANG

AGUSTINUS HARAS

1

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2008 NOMOR
SERI ...
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 05 TAHUN 2008
TENTANG

ORGANISAST DAN TATA KERIA SEXRETARIAT DAERAM DAR
SERRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAN KOTA KUPARNG.

E. WRMURM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan mendasar dalam  sistem

. penyelenggaraan pemerintaih dengan memberikan keluasan kepada caerah untuk

menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya.

Melalui otonomi daerah, daeraih memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeriniahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan yarg
diserahkan kepada daerah, bailk urusan wajib maupun urusan pilihan membutuhkan
organisasi sebagai tempat berproses pelaksanaan beragam urusan dalam rangka
mempercepat terwujudnye kesejahteraan rakyat.

Perubahan pada kelembagaan perangkat daerah, merupakan konsekuensi logis dari
perubahan regulasi yang berhubungan dengan pemerintaban daerah.  Substansi
perubahan ini antara lain adaiah mempersiapian organisast perangkat daerah yang
sesuai dengan kebutuhan peynbangunan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Peraturan Daerah Kota Kupang vang
mengatur tentang pembentuiian organisasi dan tate kerja perangkat daerah Kota
Kupang periu disesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 -
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangiat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Perangkeat daerah sebadaimana dimaksud dalarn Peraturan Daerah ini adalah
pembaniu Walikota dalam penyelenggarsan pemerintahan daerah bagi terwujudnya
keseiahteraan masyarakat serta kuat kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Secara khusus Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Walilota sebagai unsur staf dan unsur
pembantu Walikota, sementara Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan terhadap
DPRD.

Perangkat daerah Kotz Kupang vang dibentuk dengan Peraturan Daerah mengatur
mengenai susunan, kedudukan, dan tuges pokok Sekretariat Daerah, Staf Ahli
Walikota, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang cedangkar:
rincian tugas dan fungsi perangkat daérah serta teta kerja diatur oleh Walikota dan
ditetapkan dengan Peraturan Walikota. -
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IE. PASAL DEMT PASAL

Pasal 1
Cukup jeias.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasai 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Culwup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah suatu usaha kerjasama
antar unit dan satuan organisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas
tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling
membantu dar: saling melengkapi.
Yang dimeksud dengan  integrasi adalan  suatu  usaha untuk
menyatukan tindakan-tindakan berbagal unit dan satuan organisasi
sehingga merupakan suatu  kebulatan pemikiran dan kesatuan
tindakan yang terarab pada suatu sasaran yvang telan ditentukan dan
disepakaii bersama.
Yang dimaleud dengan sinkronisasi adaiah suatu  usaha untuk
nenyesuailan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-~
tindakan,unit-unit, sehingga diperoleh keserasian datam pelaksanaan
tugas atau kerja.
Yang dimaksud dengan simplifikasi  adalah  penyederhanaan
pelaksanaan pekerjaan dengan menekankan usaha membuat setiap
komponen pekerjaan menjadi produktif melalul penerapan akal sehat
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yang dibantu partisipasi dari seluruh anggota unit dan satuan
organisasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jeles.

Pasal 19
Cukup jelas.
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